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Menimbang  : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan menyusun, 

menetapkan, dan menerapkan peta proses bisnis dan 

standar operasional prosedur untuk meningkatkan tertib 

administrasi, efisiensi, efektifitas dan profesionalitas 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional;  

b. bahwa untuk memberikan kepastian dan keseragaman 

pelayanan masyarakat di lingkungan Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 

diperlukan pedoman penyusunan proses bisnis dan 

standar operasional prosedur di lingkungan Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;  
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c. bahwa peta proses bisnis dan standar operasional 

prosedur di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional diperlukan sebagai 

pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi agar lebih 

efektif dan efisien, penilaian kinerja, menjadi acuan 

dalam penyusunan, pembuatan atau perbaikan standar 

operasional prosedur, perbaikan standar kinerja 

pelayanan, perbaikan struktur organisasi, pembuatan 

dan perbaikan uraian pekerjaan, serta menjadi dasar 

pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan 

organisasi dan sumber daya manusia; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara 

Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional 

Prosedur di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043);  

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18); 

4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan 

Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);  

5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191); 

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 500); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA 

BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA 

PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DAN STANDAR 

OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN 

NASIONAL. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Proses Bisnis adalah sekumpulan aktivitas kerja 

terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan 

keluaran sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

2. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan 

hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit 

organisasi agar menghasilkan kinerja sesuai dengan 

tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran 

yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. 

3. Peta Proses adalah peta yang menggambarkan seluruh 

rangkaian proses inti, pendukung, dan proses lainnya di 

lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional. 

4. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input 

menjadi output. 

5. Proses Inti adalah proses yang menciptakan aliran nilai 

utama. 

6. Proses Pendukung adalah proses untuk mengelola 

operasional dari suatu sistem dan memastikan proses 

inti berjalan dengan baik. 

7. Proses Lainnya adalah proses yang tidak memiliki kaitan 

langsung dengan Proses Inti namun menghasilkan nilai 

manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. 

8. Pemangku Kepentingan adalah masyarakat, kelompok, 

komunitas ataupun individu yang memiliki hubungan 

dan kepentingan terhadap suatu organisasi. 

9. Pelayanan Internal adalah berbagai jenis pelayanan yang 

dilakukan oleh suatu unit kerja kepada unit kerja lain di 

lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan 

Pertanahan Nasional. 

10. Pelayanan Publik adalah jenis pelayanan yang 

dilaksanakan unit-unit organisasi di lingkungan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 
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Nasional yang langsung ditujukan kepada masyarakat 

atau kepada instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya. 

11. Standar Operasional Prosedur Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang 

selanjutnya disebut SOP adalah standar operasional 

prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  

12. Unit Organisasi adalah unit organisasi di lingkungan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional yang terdiri dari Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan, dan 

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. 

13. Unit Kerja adalah satuan Unit Organisasi yang tercermin 

dalam subbagian dan seksi di Kantor Pertanahan, bagian 

dan bidang di Kantor Wilayah, serta Biro, Pusat dan 

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional pada Sekretariat 

Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan Direktorat 

pada Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat 

Jenderal, dan Inspektorat Jenderal di Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 

14. Naskah SOP adalah serangkaian instruksi terperinci dan 

tertulis yang dibakukan terkait proses penyelenggaraan 

tugas fungsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 

15. Dokumen SOP adalah sekumpulan uraian prosedur yang 

disusun dalam satu buku yang dipergunakan dalam 

suatu kegiatan tertentu pada satuan organisasi. 

16. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah 

kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata 

ruang. 

17. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah 
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